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ABSTRAK 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gambaran bagaimana proses pelaksanaan dalam 

implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Banjarbaru. Metode 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data 

yang digunakan bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Banjarbaru 

sejauh ini proses pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, diketahui dari indikator 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menghasilkan implementasi dari 

kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Banjarbaru sudah berjalan dengan 

baik dan sesuai. Namun terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu 

mengenai biaya yang dikeluarkan pengguna kebijakan atau masyarakat, dimana harus 

menyewa arsitek dan konsultan untuk memenuhi syarat sebagai pemohon ijin PBG di Kota 

Banjarbaru.  
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ABSTRACT 

The aim of the research is to find out the description of how the implementation process is in 

the implementation of the Building Approval (PBG) policy in the City of Banjarbaru. The 

research method uses a qualitative approach with a descriptive research type. Sources of data 

used are primary and secondary. Data collection techniques used in this study were observation, 

interviews and documentation. The results showed that the implementation of the Building 

Approval (PBG) policy in Banjarbaru City so far the implementation process has been going 

well, it is known from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic 

structure resulting in the implementation of the Building Approval (PBG) policy in Banjarbaru 

City it's been running well and properly. However, there are inhibiting factors in the 

implementation of this policy, namely the costs incurred by policy users or the community, 

which must hire architects and consultants to qualify as applicants for PBG permits in the City 

of Banjarbaru. 
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